
 

 

Ringkasan LKjIP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2025 

merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi 

Pengadilan Negeri Lamongan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP Pengadilan 

Negeri Lamongan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama tahun 2025 Pengadilan Negeri 

Lamongan telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam 

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lamongan Tahun 2025-2029. Yang diterjemahkan dalam 

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan telah direvisi yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis. 

Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja beserta analisis Capaian Kinerja Pengadilan 

Negeri Lamongan pada tahun 2025. Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Lamongan ini 

dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada masyarakat atas 

mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan 

kinerja Pengadilan Negeri Lamongan 

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Lamongan telah berhasil melaksanakan misi 

yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan Pengadilan Negeri Lamongan ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran 

strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri 

Lamongan menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan 

target kinerja dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja. Secara umum dapat disimpulkan 

bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2025, 

semua sasaran strategis tesebut berhasil dilaksanakan dengan baik (dengan capaian 100% 

atau bahkan melebihi), dengan rincian sebagai berikut : 

 



 

 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Analisis Utama 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1. Terwujudnya 
peradilan yang 
efektif 
transparan, 
akuntabel, 
responsive, 
dan modern  

1.1. Presentase penyelesaian 
perkara secara tepat 
waktu  

a. Pidana 
b. Perdata 

 
 

100% 
80% 

 
 

100% 

 
 

111,11% 

1.2. Persentase penyediaan 
atau pengiriman salinan 
putusan tepat waktu oleh 
pengadilan tingkat 
pertama kepada para 
pihak 

100% 100% 100% 

1.3. Persentase pengiriman 
pemberitahuan petikan 
atau amar putusan 
tingkat banding, kasasi, 
dan PK secara tepat 
waktu oleh pengadilan 
pengaju kepada para 
pihak 

100% 100% 100% 

1.4. Persentase pengiriman 
salinan putusan perkara 
pidana tingkat banding, 
kasasi, dan PK secara 
tepat waktu oleh 
pengadilan pengaju 
kepada para pihak 

100% 100% 100% 

1.5. Persentase putusan 
pengadilan yang 
diunggah pada direktori 
putusan  

100% 100% 100% 

1.6. Persentase penyelesaian 
permohonan eksekusi 
putusan perdata 

30% 26,67% 88,9% 

1.7. Persentase perkara yang 
berhasil diselesaikan 
melalui pendekatan 
keadilan restoratif 

n/a n/a n/a 

1.8. Persentase perkara yang 
berhasil diselesaikan 
melalui mediasi 
 

10% 11,76% 117,6% 



 

 

 

1.9. Persentase perkara anak 
yang berhasil 
diselesaikan melalui 
diversi 

n/a n/a n/a 

1.10. Persentase perkara 
perdata tingkat pertama 
yang menggunakan 
ecourt 

100% 100% 100% 

1.11. Persentase perkara 
pidana yang dilimpahkan 
secara elektronik (e-
berpadu) 

100% 100% 100% 

1.12. Persentase pelayanan 
perkara pidana yang 
diajukan secara 
elektronik (e-berpadu) 

100% 100% 100% 

2. Meningkatnya 
tingkat 
keyakinan dan 
kepercayaan 
publik 

1.1. Indeks Kepuasan 

Pengguna Layanan 

Pengadilan berdasarkan 

standar layanan yang 

ditetapkan 

3,6 3,75 104,17% 

3. 
 

Terwujudnya 
manajemen 
peradilan yang 
transparan dan 
profesional 

3.1. Indeks Profesionalitas 
Aparatur Sipil Negara (IP 
ASN) Satuan Kerja 
Pengadilan 

75% 79,47 105,96 

3.2. Nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
(IKPA) Satuan Kerja 
Pengadilan  

90% 01 95,85% 
03 98,61% 

106,5% 
109,57% 

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan  
Anggaran  

70% 01 91,95% 
03 80,39% 

131,36% 
114,84% 

3.4. Nilai Indikator 
Pengelolahan Asset (IPA)  
Satuan Kerja Pengadilan 

3,0 3,1 103,33 

Rata-rata capaian kinerja kegiatan 99,41 


